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ABSTRAK 

 

Salwa Nur Aisyah Sa’diah. NIM 1183040064, 2018, “Kedudukan dan Hak 

Keperdataan Anak Hasil Zina Menurut Putusan MK RI No 46/PUU-VIII/2010 dan 
Fatwa MUI No 11 Tahun 2012”.  

Putusan MK RI No 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa pasal 43 
ayat 1 tentang UU Perkawinan yang berbunyi anak yang tidak sah (anak luar kawin 

dan/anak zina) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 
ibunya, dan ayah biologisnya selagi bisa dibuktikan oleh teknologi/ ilmu 

pengetahuan menimbulkan adanya hubungan nasab, yang bertentangan dengan 
konsep agama yang ditegaskan oleh Fatwa MUI bahwa anak hasil zina (anak tidak 

sah) tidak bisa dinasabkan atau memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) Kedudukan anak hasil zina 

setelah putusan MK RI NO 46/PUU-VIII/2010, (2) Hak keperdataan anak hasil zina 
menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No 11 Tahum 2012, dan (3) Bentuk 

pertimbangan hukum dan hak keperdataan anak hasil zina menurut putusan MK RI 
NO 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI NO 11 Tahun 2012. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran mengenai kedudukan dan hak 
anak yang telahir dari hasil perzinaan setelah adanya putusan MK bahwa anak yang 

terlahir di luar perkawinan atau anak hasil zina memiliki kedudukan yang sama 
dengan anak sah, sedangkan apabila berdasarkan hukum islam dan hukum yang 

berlaku di Indonesia anak zina tidak bisa disamakan dengan anak sah, yang 
kemudian menjadi pertimbangan dan bahasan kalangan masyarakat tentang 

kedudukan anak luar kawin atau anak hasil zina itu sendiri.  

Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis menggunakan studi 

kepustakaan (Library Research) dan dilakukan menggunakan metode deskriptif-
analisis. Penelitian ini dilandaskan pada sumber data primer, sekunder dan tersier 

yang berasal dari buku, jurnal dan sumber lain, serta dengan pendekatan kulitatif. 

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa (1) Kedudukan anak hasil zina 

menurut putusan MK RI NO 46/PUU-VIII/2010, bahwa anak hasil zina atau luar 
kawin memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang terlahir dari perkawinan 

yang sah. (2) Menurut fatwa MUI hak atas keperdataan anak hasil zina tersebut 
tetap dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja, dan laki-laki yang terbukti 

secara biologis menyebabkan kelahiran anak tersebut maka ia dijatuhi hukuman 
ta’zir, serta berkewajiban memberikan hak berupa harta dan wasiat wajibah kepada 

anak tersebut. (3) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, putusan MK hak 
keperdataan anak hasil zina atau anak luar kawin ialah memiliki kedudukan yang 

sama dengan anak sah, menasabkan nya kepada laki-laki tersebut hal ini 
berdasarkan juga fatwa MUI yang menyatakan bahwa anak zina atau luar kawin 

tidak mendapatkan nasab dari laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut 
tapi ia tetap memiliki kewajiban menjamin keberlangsungan hidupnya. 

  


